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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/Permentan/PD.200/6/2014

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
348/Kpts/TP.240/6/2003 telah ditetapkan Pedoman
Perizinan Usaha Hortikultura;

b. bahwa dengan adanya perkembangan usaha di
bidang hortikultura dan telah diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/
TP.240/6/2003 tidak sesuai lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk
menindaklanjuti amanat Pasal 48, Pasal 49 ayat (4),
Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 68, dan
Pasal 122 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Hortikultura, perlu menetapkan Pedoman
Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5433);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu II;
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13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara;

15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/
PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan
Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal
Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/
PD.390/10/2009;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/
OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah
dan Sayur yang Baik (Good Agriculture Practices for
Fruit and Vegetables);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Tata cara Penerapan dan
Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya
Buah dan Sayur Yang Baik;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/
OT.140/9/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman
Obat yang Baik (Good Agriculture Practices for
Medicinal Crops) (Berita Negara Tahun 2012 Nomor
973);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/
OT.140/5/2013 tentang Pedoman Budidaya
Florikultura yang Baik (Good Agriculture Practices for
Floriculture) (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 686);

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/
OT.140/7/2013 tentang Pedoman Panen,
Pascapanen, dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen
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Hortikultura yang Baik (Berita Negara Tahun 2013
Nomor 967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PERIZINAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran,
bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur,
lumut, dan tanaman air, yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat
nabati, dan/atau bahan estetika.

2. Usaha Budidaya Hortikultura adalah serangkaian kegiatan
membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media
tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

3. Unit Usaha Budidaya Hortikultura adalah satuan lahan tempat
terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura
pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang
sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah,
sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya
jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran,
bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

5. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman
hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.

6. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha budidaya
hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor
alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

7. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar
prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan yang melibatkan antar pelaku usaha.

8. Pelaku Usaha Budidaya Hortikultura adalah petani, organisasi petani,
orang-perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha
budidaya hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum
Republik Indonesia.



2014, No.8365

9. Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura adalah keterangan tertulis
yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha
budidaya hortikultura di bawah skala usaha tertentu.

10. Izin Usaha Budidaya Hortikultura adalah izin tertulis yang diberikan
oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha
budidaya hortikultura dengan skala usaha tertentu.

11. Nomor Registrasi Kebun/Lahan Usaha adalah nomor atau kode
kebun/lahan usaha budidaya hortikultura yang telah menerapkan
Good Agriculture Practice/GAP dan memenuhi persyaratan registrasi
kebun/lahan usaha.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam
pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan dan pendaftaran Usaha
Budidaya Hortikultura.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan,
pemberdayaan Pelaku Usaha Budidaya Hortikultura secara
berkeadilan dan kepastian Usaha Budidaya Hortikultura.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. klasifikasi unit Usaha Budidaya Hortikultura;

b. persyaratan teknis Usaha Budidaya Hortikultura;

c. pendataan, pendaftaran, dan perizinan;

d. hak dan kewajiban pelaku usaha;

e. pembinaan dan pengawasan; dan

f. ketentuan sanksi administrasi.

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan
Usaha Budidaya Hortikultura wajib bekerja sama dengan Pelaku Usaha
Budidaya Hortikultura dalam negeri dengan membentuk badan hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.


